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Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR =-1TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

: a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri

i1

Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Tingkat Kelurahan untuk pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kota
Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota
Banjarmasin.

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan :1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang

Menetapkan
KESATU

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

2. Keputusan Walikota Nomor 226 Tahun 2021 tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro dan Megoptimalkan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di tingkat Kelurahan untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Miktro sampai dengan
tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga dan Pembentukan



KEDUA

KETIGA

Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019  tingkat
kelurahan di wilayah Kota Banjarmasin

Camat Menetapkan wilayah pelaksanaan PPKM Mikro dan

Pembentukan Pokso sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU di masing-masing kelurahan dengan

mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah

hingga tinggat RT sebagai berikut :

a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di
satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan
dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan
pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan
berkala;

b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu)
sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus
konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari
terakhir, maka skenario pengendalian  adalah
menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat,
lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif
dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

Cc. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga)
sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus
konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari
terakhir, maka  skenario pengendalian adalah
menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat,
lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif
dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta
menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan
tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5
(lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam
satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario
pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT
yang mencakup:

1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak
erat;

2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan
pengawasan ketat;

3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan
tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;

4. melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;

5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal
hingga Pukul 20.00; dan

6. meniadakan  kegiatan sosial masyarakat di
lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan
berpotensi menimbulkan penularan

PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang
terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan
Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa
(Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat,



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan,
dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Posko tingkat
kelurahan, serta untuk supervisi dan pelaporan tingkat
kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.

Posko tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk
menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan
yang memiliki empat fungsi, yaitu:

pencegahan;

penanganan;

pembinaan;

pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 ditingkat
RT/RW dan Kelurahan.

poop

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
Diktum KELIMA, Posko tingkat Kelurahan berkoordinasi .
dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan
disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional,
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko PPKM
Mikro di Kota Banjarmasin tingkat Kelurahan dan Kecamatan
dibebankan pada anggaran masing-masing unsur
Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
a. kebutuhan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Kota Banjarmasin melalui Kecamatan masing
masing;

b. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan
treatment serta bantuan kebutuhan hidup dasar
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota Banjarmasin,;

c. Kebutuhan terkait degan bantuan kebutuhan hidup dasar
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Banjarmasin.

Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam
pelaksanaannya dibantu oleh Aparatur Kelurahan, dan juga
dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan
Tokoh Masyarakat.

PPKM Mikro dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada
ketentuan pelaksanaan PPKM Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan lebih mengintensifkan



KESEBELAS

disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan
kesehatan,disamping itu memperkuat kemampuan tracking,
sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk
meningkatkan fasilitas kesehatan, koordinasi antar instansi,
koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk
redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 6 April 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN




